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ABSTRAK

Tanah sebagai hak milik diatur didalam Undang-undang Pokok Agraria No
5 Tahun 1960, hak milik dapat di alihkan berdasarkan jual beli, sesuai dengan
Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 didalam Pasal 37 ayat 1 bahwa
Pemindahan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual
beli, tukar menukar; hibah;pemasukan dalam_perusahaan.dan perbuatan hukum
pemindahan hak lainnya, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta
yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, ketentuan peralihan hak sudah ada pengaturannya, namun
di Desa Rimba Jaya terdapat jual-beli dibawah tangan atau jual beli tidak di
hadapan pejabat/PPAT, melainkan jual beli hanya dihadapan kepala desa

Masalah pokok dalam penelitian ini tentang perlindungan hukum pemegang
hak atas tamah berdasarkan jual beli dibawah tangan Didesa Rimba Jaya
Kabupaten Kampar, dan yang faktor penyebab masyarakat Desa Rimba Jaya
membeli hak milik secara di bawah tangan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Sesiologis (empiris)
atau observasi-(observational research) yang hersifat deskriptif analisis dengan
cara survey, Lokasi yang di pilih untuk melakukan penelitian ini di Desa Rimba
Jaya Kabupaten Kampar, peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Desa
Rimba Jaya Teti Haryati, PPAT Harlian dan Kepla Kantor Pertanahan Kabupaten
Kampar Suwandi Idris, serta menyebarkan kuisioner kepada masyarakat Desa
Kabupaten Kampar

Hasil penelitian bahwa, perlindungan jual beli dibawah tangan tidak dapat
diberikan oleh Undang-undang-karena jual beli“dibawah tangan perbuatan hukum
secara materiil proses jual beli tanah itu sah, tetapi secara formalnya proses jual
beli secara dibawah tangan tidak terpenuhi, jual beli harus di hadapan pejabat
yang berwenang yaitu PPAT (syarat formalnya), masyarakat di Desa Rimba Jaya
yang masih menggunakan jual beli dibawah tangan tanpa di hadapan pejabat yang
berwenang, faktor yang mempengaruhi terjadinya jual beli dibawah tangan,
tingkat pengetahuan peralihan "hak yang minim, para pihak dengan sistem
kepercayaan, mahalnya biaya melakukansyjual beli dihadapan PPAT, dan tidak
diketahuinya pihak pertama yang'-memegang hak tanah pertama kali.

Kata Kunci-Perlindungan Hukum-Pemegang Hak Atas Tanah-Dibawah
Tangan-di Desa Rimba Jaya
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PENDAHULUAN

A. Latar belakang

lahirnya UUPA, maka terwujudlah suatu hukum agraria nasional, yang akan
memberikan kepastian hukum bagi seluruh rakyat dan memungkinkan tercapainya
fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam sebagaimana yang dicita-

citakan tersebut.

! pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945
? Undang-undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960
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Pokok-pokok tujuan diberlakukannya UUPA, adalah untuk meletakkan
dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang akan merupakan alat

untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat,

bagi manu

mendasar, ¢ g ;_ sangat diha manfaat tanah untuk

Tanah mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia

karena mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai social asset dan capital asset.
Sebagai social asset tanah merupakan sarana pengikat kesatuan di kalangan

masyarakat Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,

® Mariot P. Siahaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (teori dan praktek), Rajawali
Pers, Jakarta 2005, him 1.



sedangkan capital asset tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan dan
tanah harus dipergunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan
rakyat secara adil dan merata, juga harus dijaga kelestariannya.* Karena fungsinya
yang sangat banyak dan tanah.dianggap sebagai investasiyang paling baik dan
dapat meningkatkan perekonomian pada masa sekarang dan sebagai investasi
yang menjanjikan maka tanahjuga tidek terlepas dari banyaknya permasalahan-
permasalahan dibidang pertanahan di indonesia, untuk mengatasi permasalahan
tersebut maka pemerintah membuat suatu kebijakan melalui peraturan perundang-
undangan untuk mengatur dan melindungi kepentingan masyarakat dibidang

pertanahan dengan melalui Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960.

Tanah diberikan negara Indonesia kepada masyarakat untuk mengelolanya
dengan jaminan kepastian hukum yang tertuang didalam Pasal 4 Undang-Undang

Pokok Agraria Ne'5 Tahun 1960

1. Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam
pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi,
yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh
orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain
serta badan-badan hukum.

2. Hak-hak atas tanah yang.dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi
wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan
demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya,
sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan
dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-
undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

3. Selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat (1)
pasal ini ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa.’

* Achmad Rubaie, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum,Bayumedia Publishing,
Malang, 2007, him 1.
® Undang-undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 Pasal 4



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Pasal 4 uupa menjelaskan bahwa setiap tanah dapat dikelola atau di miliki
oleh orang atau badan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan undang-

undang ini, pasal ini juga menjelaskan bahwa tanah itu merupakan bagian dari hak

tersebut diatas
a hak-hak yang
pasal 53.

1. Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat
dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.

2. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain
Tanah sebagai hak milik didalam Pasal 20 dapat beralih dan dialihkan

kepada pihak lain hal ini berarti kepemilikan tanah dapat menjual nya dengan

pihak lain, Peralihan hak atas tanah adalah berpindahnya hak atas tanah dari

® Undang-undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 Pasal 16
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pemegang hak yang lama kepada pemegang hak yang baru. Ada 2 (dua) cara
peralihan hak atas tanah, yaitu beralih dan dialihkan. Beralih menunjukkan

berpindahnya hak atas tanah tanpa ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh

Salah satu peralihan hak diatur didalam Undang-undang pokok
agraria yaitu jual beli, namun pengaturan khusus tentang peralihan hak milik lebih
khusus diatur didalam Peraturan pemerintah No 24 Tahun 1997 didalam Pasal 37
ayat 1 bahwa Pemindahan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun
melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan

perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui

" 1bid him 330



lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh
PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Berdasarkan pada bunyi Pasal-1457, 1458 dan 1459 KUHPerdata, dapat
dirumuskan bahwa jual beli tanah adalah suatu perjanjian dimana satu pihak
mengikatkan- dirinya untuk-'menyerahkan“tanah, dan pihak -lainnya untuk
membayar harga yang telah ditentukan. Pada saat kedua belah pihak telah
mencapai kata sepakat, maka jual beli dianggap telah terjadi, walaupun tanah
belum diserahkan dan harga belum dibayar. Akan tetapi, walaupun jual beli
tersebut dianggap telah terjadi, namun hak atas tanah belum beralih kepada pihak
pembeli. Agar hak atas tanah beralih dari pihak penjual kepada pihak pembeli,
maka masih diperlukan suatu perbuatan hukum lain, yaitu berupa penyerahan
yuridis (balik nama). Penyerahan_yuridis (balik nama) ini bertujuan untuk
mengukuhkan hak-hak si pembeli sebagai pemilik tanah yang baru, untuk itulah
didalam peraturan pemerintah No 24 Tahun 1997 diatur-peralihan ha katas tanah

harus dengan PPT.

Menurut sistem hukum perdata, suatu pemindahan atau pengalihan hak
terdiri atas dua bagian, yaitu:

1. Tiap perjanjian yang bertujuan memindahkan hak, misalnya perjanjian jual
beli atau pertukaran.

2. Pemindahan atau pengalihan hak itu sendiri. Dalam hal ini yang penting
adalah pemindahan atau pengalihannama dalam hal jual beli benda tidak
bergerak, misalnya rumah, tanah dan sebagainya.®

Dengan uraian tersebut bahwasannya peralihan hak milik tanah dengan cara

jual beli sudah ada ketentuannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

8 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta 2001, him 72



yang ada demi menciptakan perlindungan hukum bagi pemegang hak milik tanah
baik si penjual ataupun si pembeli, tetapi permasalahannya adalah apakah semua
ketentuan tersebut sudah dilaksanakan oleh setiap masyarakat dengan kesadaran
hukum nya, banyak nya kejadian. peralihan.hak milik dengan cara jual beli yang
tidak sesuai dengan undang-undang atau dapat dikenal dengan sebutan jual beli
dibawah tangan marak terjadis, seperti-halnya yang terjadi di Desa Rimba Jaya
Kabupaten Kampar, Desa Rimba Jaya merupakan desa dengan Jumlah penduduk
tahun 2017 terhitung sebanyak 765 Kepala Keluarga, dan luas wilayah desa yaitu
1586 ha yang terdiri dari pemukiman, pertanian, ladang, hutan, dan fasilitas
umum, Desa Rimba Jaya merupakan daerah dengan perkebunan yang luas dan
pertanian yang-sangat subur, sehingga daerah ini dijadikan tempat tujuan utama
penduduk dari daerah lain untuk mencari nafkah ataupun transmigrasi,
pertumbuhan jumlah penduduk di Desa Rimba Jaya bertambah drastis, sehingga
kebutuhan akan tanahpun semakin tinggi, namun kepemilikan tanah di Desa
Rimba Jaya banyak sekali masyarakat yang hanya membeli tanah secara dibawah

tangan tidak di hadapan pejabat atau notaris yang berwenang.

Tata cara pembelian tanah masyarakat desa dari si penjual kepada si pembeli
hanya cukup dengan kata sepakat mengenai harga dan luas tanah, kemudian si
pembeli setelah menyerahkan uang langsung dapat menempati atau menguasai
tanah, bukti tanda terjadi penyerahan tanah biasanya menggunakan kwitansi
disertai dengan penyerahan surat tanah baik itu surat keterangan tanah, surat ganti
kerugian ataupun sertifikat yang tentu karena penyerahan hak milik tidak

dilakukan di hadapan pejabat maka surat tanah tersebut masih memakai nama
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pemilik yang lalu karena tidak di daftarkan, adapula yang melakukan jual beli
tanah tersebut hanya disaksikan oleh kepala desa sehingga masih banyak

kepemilikan tanah di desa tersebut yang belum beralih hak secara sempurna sesuai

hukum dapat

melindungi sengketa atau

permasalahs

ALY

|ath
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Dari pe @ji sebagai bahan

ARAANEHN

1. Bagaimanakah perlindungan hukum pemegang hak atas tanah
berdasarkan jual beli dibawah tangan Didesa Rimba Jaya Kabupaten
Kampar?

2. Apakah yang menjadi faktor penyebab masyarakat Desa Rimba Jaya

membeli hak milik secara di bawah tangan?

° Data diperoleh berdasarkan dari sumber Bidang Hubungan Masyarakat Kantor Desa Rimba Jaya
Tanggal 2 Januari 2018
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah perlindungan hukum pemegang hak

untuk memecahkan persoalan-persoalan nyata di lapangan. Selain itu
dapat membantu saya agar dapat bersikap dan berfikir secara analitis

dan kritis dalam praktek.
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D. Tinjauan Pustaka
1. Pengaturan Hak Milik Tanah

Secara geologis-agronomis Iman Sudiyat menjelaskan bahwa tanah

A

AL NANAL
5
5

50

as permukaan bumi
_*q Ky
3 @‘ w dan dipunyai oleh orang-
orang baik sendiri me dengan orang-orang lain serta

badan-badan hukum, Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi,
termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawabh air.
Pengertian hak milik atas tanah diatur dalam Pasal 20 Undang-undang

Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 yang menentukan bahwa:

19 Sodiki, Achmad, Pembaharuan Hukum Pertanahan Nasional Dalam Rangka Penguatan
Agenda Landreform, Arena Hukum, Jakartal1997, him 19.

10



1. Hak milik adalah hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang
dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan
dalam Pasal 6

2. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain."*

Hak milik tanahhdapat di turunkan kepada anak, saudara dan orang tua,
atau orang yang mempunyai pertalian darah dan garis keturunan dalam hal ini
dapat dijadikan warisan, hak milik juga dapat di alihkan keada pihak lain seperti
dijual, atau di gadaikan,sebagai hak tanggungan seperti meminjam uang di bank,
kemudian untuk jaminan maka tanah tersebut menjadi anggunan, sebagai jaminan
tanah bukan di kuasai pihak bank, tetapi hanya surat kepemilikannya saja yang
dikuasai tanpa ikut objek tanah nya, karena sifat tanah yang memiliki nilai Rupiah
baik di jual ataupun di anggunkan untuk itulah salah satu sifatnya dapat beralih
tangan.

Pengaturan subyek hak milik atas tanah diatur didalam Pasal 21 UUPA
yaitu:

1. Hanya warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik

2. Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat
mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya

3. Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini
memperoleh. hak “milik karena pewarisan tanpa wasiat atau
pencampuran-harta karena perkawinannya, demikian pula warga
Negara Indonesia“ yang mempunyai hak milik dan setelah
berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya
wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak di
perolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraannya itu.
Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak di
jelaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya
jatuh kepada Negara dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain
yang membebaninya tetap berlangsung

4. Selama seseorang disamping kewarganegaraannya Indonesia
mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat

1 Undang-undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 Pasal 20

11
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mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan
didalam Pasal ini.'?

Didalam Pasal 21 diatas menyebutkan bahwa subyek hak milik tanah yang
dapat memiliki han

varga Negara Indonesia, badan-badan hukum dengan

menjadi warg jara Indonesi a juga wvarganegaraan lain
dalam hal

Indonesia.

pendaftaran yang dimaksud denga

a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihannya

c. Pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian
yang kuat.*®

12 Undang-undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 Pasal 21

1% Undang-undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 Pasal 1Ayat 2

12
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Tanah sebagai alas bumi atau sesuatu yang berada di atas permukaan bumi
tidak berdiri sendiri, orang-orang menjadikan tanah sebagai usaha perkebunan,

mendirikan bangunan dan lain sebagainya, karena tanah bernilai sangat tinggi

yang dikuasai

ara Indonesia atau

mengingat keadaan perusahaan dapat diperpanjang dengan jangka waktu
paling lama 25 tahun (perpanjangan hak) (Pasal 28 -30)

3. Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai
bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan

jangka waktu paling lama 30

14 Urip Santoso Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Cetakan Kedua, Kencana Prenada
Media Group, Jakarta 2011,him 87

13



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

2. Peralihan Hak Milik Atas Tanah

4. Hak Pakai adalah Hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari

tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (tanah Negara) atau tanah milik

orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan

g kewenangan
haknya, antara

ah, penggunaan

Peralihan atau pemindahan hak adalah suatu perbuatan hukum yang

bertujuan memindahkan hak dari suatu pihak ke pihak lain. Maka dengan
dialihkannya suatu hak menunjukkan adanya suatu perbuatan hukum yang

disengaja dilakukan oleh satu pihak dengan maksud memindahkan hak miliknya

14
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kepada orang lain, dengandemikianpemindahannya hak milik tersebut diketahui
atau diinginkan oleh pihak yang melakukan perjanjian peralihan hak atas tanah.*®

Secara umum terjadinya peralihan hak atas tanah itu dapat disebabkan oleh

Ada 2 a n At ';' a k Atas Satuan

Rumah Sus

Q & : karena hukum, artinya
dengan meningga ‘ : : ne ubjek), maka ahli warisnya
memperoleh hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
tersebut.

b. Dialihkan/pemindahan hak
Berpindahnya hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun

dari pemegang (subjek) hanya kepada pihak lain karena suatu perbuatan

153 B. Daliyo, Hukum Agraria I, Prenhallindo, Jakarta, 2001. him. 68
'8 Undang-undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 Pasal 16 ayat 1 huruf a

15
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hukum yang sengaja dilakukan dengan tujuan agar pihak lain tersebut
memperoleh hak tersebut. Perbuatan hukum tersebut dapat berupa jual-

beli, tukar-menukar, hibah, penyertaan dalam modal perusahaan,

jual beli,
tukar menukan ar menukar
atau hiba er f‘ hukum yang
bersifat te - ukum tersebut

atau dibua tunai diartikan
bahwa den berarti pula
selesainya t aﬂ’ t hukumnya.Ini
berarti perbus v kecuali terdapat
cacat cela secara ) yang dialihkan

tersebut, atau cac e apa gan bertindak atas bidang

tanah tersebut.'®

penyerahan tanah untuk selamanya dengan penjual menerima pembayaran
sejumlah uang yaitu harga pembelian yang sepenuhnya atau sebagian dibayarkan

secara tunai.*®

7 Urip Santoso, Op.cit,HIm 301.

18 Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
Him. 76

19 sahat HMT Sinaga, Jual Beli Tanah dan Pencatatan Peralihan Hak, Pustaka sutera Bandung,
Him 18
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Dalam jual beli ini terjadi hanya menimbulkan adanya hak dan kewajiban
(obligatoir) semata, akan tetapi belum mengalihkan hak milik, hak milik baru
akan beralih kepada pembeli setelah dilakukan penyerahan dan penjual kepada
pembeli, sehingga penyerahan.adalah perbuatan yuridis yang mengalihkan hak,
sehingga untuk menjamin kepastian hukum suatu tindakan jual beli tanah wajib
dilakukan proses penyerahan secara yuridis yakni.dengan proses balik nama.

Sebelum melakukan peralihan hak atas tanah, antara kedua pihak terlebih
dahulu melakukan perjanjian atau kesepakatan mengenai bidang tanah yang akan
dialihkan haknya tersebut. Jual-beli yang dilakukan menurut Hukum Adat
bukanlah suatu  “perjanjian” sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan
KUHPerdata, -melainkan suatu perbuatan hukum yang dimaksudkan untuk
menyerahkan tanah yang bersangkutan oleh penjual kepada pembeli, dan
bersamaan dengan itu penjual menyerahkan harganya kepada pembeli.Antara
pembayaran harga dan penyerahan haknya dilakukan secara bersamaan, dan sejak
saat itu pula hak atas tanah yang bersangkutan telah berpindah

Berbeda halnya dengan sistem Hukum Adat, UUPA mengatur bahwa hak
milik atas tanah tidak dapat.langsung. berpindah kepada pembeli selama
penyerahan yuridisnya belum dilakukan, karena antara perjanjian jual beli dengan
penyerahan yuridis (balik nama) dipisahkan secara tegas, misalnya suatu
penyetoran sejumlah uang di bank untuk penjual belum berarti tanah yang dijual
itu otomatis menjadi milik pembeli, tetapi pembeli masih harus melakukan suatu
perbuatan hukum lagi yaitu melakukan pemeliharaan pendaftaran tanah untuk

dikukuhkan sebagai pemilik tanah yang baru. Ada dua hal penting yang perlu

17
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diperhatikan dalam jual beli tanah, yaitu mengenai subjek dan objek jual beli
tanah.Mengenai subjek jual beli tanah adalah para pihak yang bertindak sebagai

penjual dan pembeli, dalam hal ini, calon penjual harus berhak menjual yaitu

dan mempe etap : ‘ ijual bukanlah
tanahnya, 3 : ') eta eli saja, hak milik
atas benda erjua "‘-" belum ; embeli, walaupun

harganya s

akta.

Perbuatan  hukum itu lazim  disebut  (overschrijying) aktanya
disebut “akta balik nama”, sedang pejabatnya disebut “Pejabat balik nama”
sebelum dilakukan penyerahan yuridis, melainkan penjual yang masih merupakan
pemilik atas tanah yang bersangkutan biarpun tanah yang diperjual belikan
tersebut sudah di kuasai oleh pembeli, didalam peraturan perundang-undangan

khususnya Undang-undang Pokok Agraria proses penyerahan hak milik tanah

18



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

dengan jual beli sudah diatur didalam Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1994 yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah

Nomor 10 Tahun 1961, dikatakan bahwa peralihan hak atas tanah melalui jual-

a. ata : \ adir al ak yang melakukan

Nikah, Surat

(penjual dan pembeli) menerangkan maksud dan isi pembuatan akta dan
prosedur pendaftaran pemindahan hak nya.

e. Pendaftaran peralihan hak dilakukan oleh PPAT dengan menyerahkan
persyaratan dokumen-dokumen lain untuk keperluan penyerahan hak atas

tanah kepada kantor pertanahan kabupaten/kota setempat.

19
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f. Setelah proses tersebut berjalan semua, maka PPAT menyerahkan
sertifikat hak atas tanah yang telah diubah dari pemegang hak yang lama

sebagai penjual menjadi pemegang hak yang baru sebagai pembeli oleh

Dari an proses dia eS gan undang-

undang ya emegang lama

kepada p tanda telah di
daftarkan pokok agraria
pendaftaran a jual beli yang
dilakukan te yang beritikad

baik.?

Undang-undang Pokok Agraria dalam pasal 1 menyebutkan bahwa pendaftaran
tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus
menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi mengumpulan, pengolahan,
pembukuan dan penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam

bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah

20 A P.Perlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Cetakan 11 Mandar Maju, Bandung 1994
him 14
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susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi
bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan Hak Milik Atas Satuan Rumah

Susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

dalam perbua yuata pendaftaran

tanah unt
tanah yang tela ; 3 3 eh Pasal 1 ayat
(1) PP No.
rangkaian ) : an oleh - | terus menerus,
berkesinam . ‘ ahan, pembukuan
dan penyajia am bentuk peta

dan daftar, rumah susun,

milik tanah yang telah didaftarkan, Secara etimologi, sertipikat berasal dari bahasa
Belanda “Certificat” yang artinya surat bukti atau surat keterangan yang
membuktikan tentang

sesuatu. Sertipikat Tanah dengan demikian adalah surat yang dibuat oleh instansi
yang berwenang untuk membuktikan hak seseorang atas sebidang tanah (Mhd.

Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, 2010:204). Menurut ketentuan Pasal 1 angka
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20 PP No. 24 Tahun 1997, sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagai mana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf ¢ UUPA untuk hak atas tanah, hak

pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan

yang menjadi

yang memiliki

3. Jual beli menurut KUHPerdata
a. Pengertian Jual Beli

Menurut Pasal 1457 KUHPerdata, jual beli adalah suatu perjanjian

dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan

suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah

2! Efendi Bachtiar, Pendaftaran tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya, Alumni
Bandung 1993, him 20
%2 Ibid him 21
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dijanjikan. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli
adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju

memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan

diserahkan dalam

AN

aavALNAl

. Barang adalah

enda atau harta

d. Dihabiskan yang dapat dihabiskan adalah barang-barang yang
habis karena dipakai
Penyerahan barang-barang tersebut diatur dalam KUHPerdata

sebagaimana berikut:

2 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, PT Alumni, Bandung 2010, him. 243.
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a. Untuk barang bergerak cukup dengan penyerahan kekuasaan
atas barang itu (Pasal 612 KUHPerdata)

b. Untuk barang tidak bergerak penyerahan dilakukan dengan

embuat akta
hak-hak atas
UHPerdata).

dalam bentuk

tunai seketika ini merupakan bentuk yang sangat klasik, tetapi
sangat lazim dilakukan dalam melakukan jual beli. Dalam hal
ini harga rumah diserahkan semuanya, sekaligus pada saat

diserahkannya rumah sebagai objek jual beli kepada pembeli.

2% Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, PT Alumni, Bandung 2000, him. 182.
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b. Jual Beli dengan Cicilan/Kredit metode jual beli dimana

pembayaran dengan cicilan ini dimaksudkan bahwa pembayaran

yang dilakukan dalam beberapa termin, sementara penyerahan

kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan
yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik
atas barang yang diperjual belikan itu dari si penjual kepada si

pembeli.

25 Munir Fuady, Op.Cit, him. 25.
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b. Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan
menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi.?®

Konsekuensi dari jaminan oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa

k  diwajibkan

cacat itu tidak

haruslah sejumlah uang meskipun hak ini tidak ditetapkan dalam undang-

undang.?

E. Konsep Operasional

Sebagai batasan terhadap judul di atas, maka penulis memberikan

pengertian-pengertian mengenai judul yang dimaksud, sebagai berikut:

%6 Subekti, Aneka Perjanjian, PT Alumni, Bandung 2005, him 8.
2" Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, him. 257.
%8 Subekti, Op.Cit, him. 20.
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1. Perlindungan Hukum
Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi

subyek-subyek hukum melalui peraturan-peraturan perundang-

No 5 Tahunn 1960 ditentukan adanya macam hak-hak atas
permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada
dan oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan
orang lain serta badan hukum. Hak atas tanah adalah hak sebagian

tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan

2 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Universitas Sebelas
Maret, Surakarta. 2003 HIm 14
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ukuran panjang dan lebar. Pemegang hak atas tanah yang dimaksud

dalam penelitian ini adalah Warga Desa Rimba Jaya yang

mempunyai tanah hasil dari jual beli.

uang dan ha katas tanah nya dan dengan kata sepakat seperti halnya
warga desa Rimba Jaya yang melakukan jual beli dengan cara
demikian dan hanya di hadapan Kepala Desa.

4. Desa Rimba Jaya

% Boedi Harsono Op.Cit him 29
*! peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
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Desa Rimba Jaya merupakan salah satu desa yang ada di

kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu,

Provinsi Riau. Dengan memiliki jumlah penduduk kurang lebih

tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka
metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara

untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.*

%2 Data Di Peroleh Dari Bagian Hubungan Masyarakat Kantor Kepala Desa Rimba Jaya Tanggal 2
Januari 2018

% Https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Rokan_Hulu diakses 15 Februari 2018 Pukul 08:00
WIB

% Soerjono Soekanto, Suatu Tinjauan Sosiologis Hukum Terhadap Masalah — masalah Sosial,
Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung 1999, him.17

29



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Dalam Metode penelitian ini penulis menempuh proses dan cara-cara
yang telah ditentukan untuk dapat memecahkan masalah tentang status

perlindungan hukum untuk jual beli tanah di Desa Rimba Jaya Kabupaten

(observational

ei, Penelitian

Lokasi penelitian yaitu tempat dimana mengadakan penelitian,
dalam penelitian ini Lokasi yang dipilih sebagai tempat untuk melakukan
penelitian dalam rangka menjawab permasalahan skripsi ini adalah di
Kabupaten Rokan Hulu dengan lokasi Spesifik tepatnya di Desa Rimba

Jaya, peneliti tertarik melakukan penelitian di Desa Rimba Jaya

% Ediwarman, Monograf Metodologi penelitian hukum, panduan penulisan skripsi, tesis, dan
disertasi, PT Sofmedia, Medan 2015, him. 25.
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dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang melakukan jual beli

dibawah tangan tanpa di lakukan di hadapan pejabat yang berwenang dan

sesuai undang-undang yang berlaku.

t dengan ciri-
kata lain unit

tertentu yang

75 orang, semua sampel dijadikan responden sehingga dalam penelitian
ini yang menjadi responden yaitu:
a. Warga Desa Rimba Jaya

b. Kepala Desa di Desa Rimba Jaya

23 Sunggono Bambang,Metode Penelitian Hukum, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015,him.118
ibid

%8 Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, UIR PRESS 2017,

him. 18.
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c. Kepala Kantor Pertanahan di Kabupaten Kampar

d. Notaris wilayah hukum nya berada di Kabupaten Kampar
Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat tabel

berikut:

SAMPEL

Kepala Desa, Rimba Jaya, dan Kepala BPN Kabupaten Kampar,
b. Data sekunder, yaitu data yang bersumber dari bahan-bahan
hukum, seperti:
e Undang -undang Pokok Agraria (UUPA)

e Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
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e Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkain

dengan penelitian ini

e Buku-buku Referensi yang menunjang penelitian ini

ini adalah

dilakukan dengan
a langsung kepada

hal ini penulis

cara peneliti membuat daftar pertanyaan secara terbuka dan
tertutup kepada responden atau sampel.”’ dalam penelitian ini
Responden berasal dari masyarakat Desa Rimba Jaya yang

terbagi menjadi tiga Dusun.

% Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, UIR PRESS 2017,
him.18.
“% ibid
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e Dusun I jumlah 3 RW dan 10 RT

e Dusun Il Jumlah 2 RW dan 4 RT

e Dusun Il Jumlah 2 RW dan 5 RT

tidak memakai perhitungan atau rumus statistik.*!
Peneliti menggambarkan tentang pelaksanaan pendaftaran tanah
berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang

pendaftaran tanah di desa rimba jaya kabupaten rokan hulu disusun

* Syafrinaldi, Op. Cit., him.20
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secara sistematis kemudian dibandingkan data di lapangan yang terjadi
dengan peraturan atau undang-undang yang mengaturnya

7. Metode Penarikan Kesimpulan
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BAB Il
TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Wilayah Penelitian

persiapan menjadi desa defenitif se provinsi Riau.

Pada tahun 1999 adanya pemekaran kabupaten kampar dimana di
bentuknya kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan Undang — Undang Nomor 53
Tahun 1999 dan dalam pasal 4 huruf ¢ dinyatakan bahwa kecamatan Kunto

Darussalam Berada atau Masuk dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu.
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Pada Bulan Oktober 2005 adanya pemekaran kecamatan Kunto

Darussalam yaitu dibentuknya kecamatan Pagaran Tapah Darussalam dimana

Desa Rimba Jaya masuk dalam wilayah Pagaran Tapah Darussalam hingga

sekarang.

‘hﬁ“i‘i@'ﬁ\(*

T S
)

4,
d) Jumlah
1.

2.

3. Perempuan

4,

c. Keadaan Sosial

a. Pendidikan
1. SD/MI
2. SLTP/MTS
3. SITA/ MA
4. S1/Diploma
5. Putus Sekolah
6. Buta Huruf

b. Lembaga Pendidikan

: 1373 Orang

: 20 KM
: 60 Menit
: 60 KM

:120 Menit

: 457 Orang
: 329 Orang
: 229 Orang
: 87 Orang
: 16 Orang
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1. Gedung TK/ Paud

2. SD/ Mi
3. SLTP /MTs
4. MDA

4) Vihara
e. Kondisi Ekonomi
a) Pertanian Jenis tanaman:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Padi sawah : - ha
Padi ladang
Jagung

Palawija
Tembakau

Tebu

Kakao / coklat
Karet

- ha
.- ha
:-ha
- ha
- ha
- ha
.- ha

: 2 Buah / Lokasi di Dusun Il

: 2 Buah / Lokasi di Dusun Il dan I11
: 1 Buah / Lokasi di Dusun |

: 2 Buah / Lokasi di Dusun Il dan 11
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9) Kelapa sawit 1182 ha
b) Perternakan Jenis ternak:

1) Kambing : 125 ekor

2) Sapi : 1425 ekor

a. Pembagian Wilayah De
Desa Rimba Jaya terbagi dalam 3 dusun, yang terdiri dari:

1. Dusun | :Jumlah 3 RW dan 10 RT
2. Dusun I :Jumlah 2 RW dan 4 RT
3. Dusun Il :Jumlah 2 RW dan 5 RT

b. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa, Lembaga pemerintah Desa
Jumlah Aparatur Desa:

1. Kepala Desa : 1 Orang
2. Sekretaris Desa : 1 Orang
3. Perangkat Desa : 7 Orang
4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) : 5 Orang
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c. Lembaga Kemasyarakatan

1. LPM : 1 Kelompok
2. PKK : 1 Kelompok
3. Posyandu : 4 Kelompok
4. Pengajian

oumi, hak atas

Ay

, yang terbatas,
epastian hukum

ndang-Undang

ALY

luas tanah tidak bertambah.

Tanah dalam pengertian yuridis dapat diartikan sebagai permukaan
bumi. Sedangkan ha katas tanah adalah hak sebagian tertentu permukaan

bumi, yang berbatas, berdimensi, dua dengan dengan ukuran panjang dan

2 Effendi Perangin, Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi
Hukum, Raja Grafindo, Jakarta 2002, him 17.
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lebar.*® Ayat (2) jo Pasal 4 ayat (1) UUPA tanah adalah permukaan bumi
dan ruang, maksudnya tanah sama dengan permukaan bumi adalah karunia

Tuhan Yang Maha Esa. Diartikan sama dengan ruang pada saat

g
.g
o
o
“
!
%

% \oh
; ‘_‘-i i )

bagian dari tanah yang haknya dapat di miliki oleh setiap orang atau badan

hukum.

3 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok
Agraria. Isi dan Pelaksaannya, Jilid | Hukum Tanah Nasional, Djambatan , Jakarta 1994, him. 18
* Supriadi, Hukum Agraria, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta 2010,hIm. 3.
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2. Hak Atas Tanah
a. Pengertian Hak Atas Tanah Menurut UUPA

Pada pasal 33 ayat (1) UUD 1945, dikatakan bahwa “bumi air dan

hukum antara

yang mengenai

oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang
lain serta badan-badan hukum (UUPA Pasal 4 ayat 1). Pasal ini
memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan
demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya,

sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan
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dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-

undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

Pendaftaran dimaksud merupakan pembuktian yang kuat.
b. Hak Guna Usaha

1. Adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung
oleh Negara, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan
dengan jangka waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang untuk

jangka waktu paling lama 25 tahun. Sesudah jangka waktu dan
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perpanjangannya berakhir ke pemegang hak dapat diberikan
pembaharuan Hak Guna Usaha di atas tanah yang sama.

2. Diberikan paling sedikit luasnya 5 hektar, jika lebih dari 25 hektar

»~ g
F 4

18 5tna Usaha adalah

c. Hak Guna Bangunan
1. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai
bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, yang

dapat berupa tanah Negara, tanah hak pengelolaan, tanah hak milik

orang lain dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat

diperpanjang paling lama 20 tahun. Setelah berakhir jangka waktu
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dan perpanjangannya dapat diberikan pembaharuan baru Hak Guna

Bangunan di atas tanah yang sama.

2. Hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang
berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik
tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian
pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan
jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang.

2. Hak Pakai dapat diberikan :
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a. Selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya
dipergunakan untuk keperluan yang tertentu.

b. Dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian

)
5

&
r
&
’
o
&
5
v
7
¢

P

6) Hak pakai atas tanah milik hanya dapat dialihkan
kepada pihak lain, jika hal itu dimungkinkan dalam
perjanjian yang bersangkutan.

e. Hak Sewa
1. Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas

tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain
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untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya

sejumlah uang sebagai sewa.

2. Pembayaran uang sewa dapat dilakukan :

dipunyai oleh warganegara Indonesia dan diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
2. Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah

tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu.
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4. Peralihan Hak Atas Tanah
Peralihan hah katas tanah terjadi karena:

a. Jual Beli

<&
=
e

5. Hap

karena syarat

wAENANRE

aknya sebelum

hukum asing (khusus HGU dan HGB)
6. Fungsi Sosial Tanah
Fungsi sosial tanah sebagaimana dimaksud dengan Pasal 6 UUPA
mengandung beberapa prinsip keutamaan antara lain :

a. Mengutamakan sesuatu hal-hal yang penting mengenai hak-hak

atas tanah yang merumuskan secara singkat sifat kebersaam atau
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kemasyarakatan hak-hak atas tanah menurut prinsip hukum
tanah nasional. Dalam konsep hukum tanah nasional memiliki

sifat komunilistik religious, yang mengatakan bahwa seluruh

a bagi bangsa
sinya dalam

tidak hanya

dan tujuan pemberian haknya. Hal tersebut dimaksudkan agar
tanah dapat dipelihara dengan baik dan dijaga kualitas
kesuburan serta kondisi tanah sehingga kemanfaatan tanahnya
dinikmati tidak hanya oleh pemilik hak atas tanah saja tetapi
juga masyarakat lainnya. Oleh karena itu kewajiban memelihara

tanah itu tidak saja dibebankan kepada pemiliknya atau
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pemegang haknya, melainkan juga menjadi beban bagi setiap

orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai suatu

hubungan hukum dengan tanah.*

oula ada yang

inah adat terdiri

bahasa Arab, tetapi dapat dikatakan telah diterima semua bahasa di
Indonesia. Mulanya istilah itu berarti “kebiasaan”. Nama ini sekarang
dimaksudkan semua kesusilaan dan kebiasaan orang Indonesia di semua
lapangan hidup, jadi juga semua peraturan tentang tingkah laku macam

apapun juga, menurut mana orang Indonesia bias bertingkah. Termasuk di

46 Supriadi, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta 2008 him 40 .
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3.

dalamnya kebiasaan dan tingkah laku orang Indonesia terhadap tanah yaitu

hak membuka tanah, transaksi-transaksi tanah dan transaksitransaksi yang

berhubungan dengan tanah.

bukunya

akan bahwa

yang disebut

maka tanah ini

At\a

1 dengan nama

ini ialah tanah-

2

ang-undang ini

pula tanah tanah

Tanah Negara
Istilah tanah Negara yang popular saat ini berasal dari peninggalan
pemerintah jajahan Hindia Belanda yang menganggap tanah yang tidak
dapat dibuktikan kepemilikannya dengan surat menjadi tanah milik
Pemerintah Belanda., sehingga pada waktu itu semua tanah menjadi tanah

Negara. Keputusan pemerintah jajahan Hindia Belanda tersebut tertuang
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dalam sebuah peraturan pada masa itu, yang diberi nama Keputusan
Agraria atau “Agrarische Besluit”. Dalam lingkup hukum tanah nasional,

lingkup tanah-tanah yang dalam UUPA disebut tanah-tanah yang dikuasai

£
rut:
»
¢
.
[ 4

mengacu pada ketentuan peraturan hukum tanah, yaitu Agrarische wet
1870. Kehadiran peraturan Hukum Tanah Belanda yang diatur dengan
Agrarisch wet ini, sangat bertentangan dengan peraturan hukum tanah
yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Indonesia itu sendiri. Oleh
karena itu, pada zaman penjajahan Belanda terdapat dualism hukum

pertanahan, yaitu hukum tanah yang tunduk dengan Hukum Belanda dan
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tanah yang tunduk pada peraturan hukum yang ada di Indonesia, yakni

Hukum Tanah Adat.

as mengatakan
pengaruh kecil

alasan bahwa

kewajiban pajak seharusnya sepadan dengan keuntungan.

Tanah-Tanah Milik Perusahaan Asing Belanda

Dalam diktum pertimbangan huruf a dan ¢ Undang-Undang Nomor 58
Tahun 1958 dinyatakan bahwa setelah bangsa Indonesia merdeka dan
menjadi Negara yang berdaulat penuh, sudah waktunya untuk

mengeluarkan ketegasan terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda
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10.

yang berada di wilayah Republik Indonesia, berupa nasionalisasi untuk
dijadikan milik Negara. Hal ini dimaksudkan untuk memberi manfaat
sebesar-besarnya pada masyarakat Indonesia dan juga untuk
memperkokoh keamanan.dan pertahanan Negara. Untuk itu pada tanggal
27 Desember 1958 dibentuklah undang-undang mengenai perusahaan-
perusahaan milik Belanda'yang dimuat dalam Lembaran Negara Tahun
1958 Nomor 162, yaitu Undang-Undang Nonmor 86 Tahun 1958 tentang
Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda yang ada di wilayah
Negara . Ksatuan Republik Indonesia yang akan ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah dikenakan nasionalisasi dan dinyatakan menjadi
milik penuh dan bebas Negara Republik Indonesia.

Tanah-Tanah Milik Perseorangan \Warga Belanda

Dengan berlakunya WUndang-Undang nomor 86 Tahun1958, dan telah pula
ditunjuknya perusahaan-perusahaan yang dikenakan nasionalisasi itu serta
semangat anti Belanda yang meningkat, mengakibatkan banyaknya orang
Belanda pemilik benda-benda tetap (berupa rumah dan tanah) ke luar
Indonesia secara tergesa-gesa. Hal ini.menjadikan penguasaan atas benda-
benda yang ditinggalkan itu menjadi tidak teratur. Ada yang dikuasai oleh
orang-orang yang sudah mengadakan perjanjian jual beli dengan
pemiliknya berhubung pada saat itu terdapat larangan soal izin
pemindahan haknya maka jual beli tersebut tidak dapat dilakukan,
kemudian ada pula yang ditinggalkan begitu saja tanpa penunjukkan

seorang kuasa. Berhubung dengan itu, oleh pemerintah dianggap perlu
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diadakan ketentuan-ketentuan yang khusus yang bertujuan agar
pemindahan hak atas benda-benda (berupa rumah dan tanah) dapat

diselenggarakan dengan tertib dan teratur dan agar dapat dicegah pula

maupun yang

dalam hal ini

ZLE

11.

2.3\ TY
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perusahaan atau badan-badan lain untuk tempat tinggal dan atau keperluan
lain.

12. Tanah Bondo Deso
Tanah Bondo Deso adalah tanah hak milik yang dipunyai desa atau

sekelompok masyarakat, penggunaannya dapat bersama-sama atau
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13.

14.

bergiliran. Adapun hasilnya untuk kepentingan bersama, misal untuk biaya

pembangunan balai desa, mesjid, pasar desa, dan sebagainya.

Tanah Bengkok

ana antara Rp.
anye, termasuk
usahanya agar

iganti dari hasil

Wedi Kengser berupa tanah kering juga dapat ditanami pawija, tetapi
setelah musim penghujan tanah tersebut hanyut dan berubah menjadi
sungai. Dengan demikian tanah Wedi Kengser hilang dan berpindah ke

tempat lain. Tanah ini ada di bawah penguasaan Negara.
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15. Tanah Kelenggahan

Tanah kelenggahan adalah tanah gaji yang berupa tanah yang diberikan

oleh raja kepada pembantu-pembantunya yang biasa disebut dengan abdi

b) Kepentingan Negara, meliputi kepentingan nasional dan
kepentingan pertanian.
c) Kepentingan umum, yang meliputi kepentingan masyarakat

dan pembangunan.
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18. Tanah Absentee
Tanah Absentee adalah tanah yang letaknya berjauhan dengan pemiliknya.

Hal ini dilarang oleh Pemerintah, kecuali pegawai negeri dan ABRI.

19.

Dengairan yang

ian yang tidak

onal kita adalah

Hukum Adat. yuridis formal
menjadikan hu segala bahan yang
dibutuhkan dalam h %* mengacu kepada hukum
adat, baik berupa konsepsi, -lembaga hukumnya. Konsepsi,

asas-asas dan lembaga- lembaga hukumnya tersebut merupakan masukan bagi
rumusan yang akan diangkat menjadi norma-norma hukum tertulis, yang disusun
menurut sistem hukum adat.*’

Hukum adat bukan hanya merupakan sumber utama hukum tanah nasional,

melainkan ketentuan-ketentuannya yang pada kenyataannya masih berlaku, tidak

*" Supriadi, Op cit, hal. 53.
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berada di luar, melainkan merupaka bagian dari hukum tanah nasional, sepanjang
belum mendapat pengaturan dan tidak bertentangan dengan hukum nasional yang
tertulis (Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria).*®

Dalam konsep _Undang-Undang. Pokok _Agraria, tanah..di seluruh wilayah
Indonesia bukanlah milik Negara Republik Indonesia, melainkan adalah hak milik
seluruh Bangsa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUPA
bahwa seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang
terkandung di- dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia
Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan
merupakan kekayaan nasional. Atas dasar hak menguasai dari Negara itu,
ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah,
yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun
bersama-sama ‘dengan orang-orang lain serta_badan hukum®(Pasal 4 ayat (1)
UUPA). Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat 2 UUPA menyebutkan bahwa hak atas
tanah memberikan wewenang kepada yang berhak untuk menggunakan atau
mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Hak penguasaan atas tanah berisi
serangkaian wewenang, kewajiban, dan “atau larangan bagi pemegang haknya
untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib,
atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang
menjadi kriteria atau tolak ukur pembedaan diantara hak-hak penguasaan atas

tanah yang diatur dalam hukum tanah.*®

*8 Harsono, Op cit (a), hal. 37.
“* Ibid.
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C. Tinjauan Umum Jual beli tanah
1. Pengertian Jual Beli

Berdasarkan KUHPerdata pasal 1457, Jual beli yang dianut di dalam
Hukum Perdata hanya bersifat_obligatoir,-artinya bahwa perjanjian jual beli
baru meletakkan hak dan kewajiban timbal balik antara kedua belah pihak, atau
dengan perkataan lain _jual 'beli: yang ;dianut Hukum  Perdata belum
memindahkan hak milik adapun hak milik baru berpindah dengan dilakukan
penyerahan-atau levering.*

Dalam Pasal 1458 hal jual beli benda tidak bergerak jual beli telah
dianggap terjadi walaupun tanah belum diserahkan atau harganya belum
dibayar. Untuk pemindahan hak itu masih diperlukan suatu-perbuatan hukum
lain berupa penyerahan yang caranya ditetapkan dengan suatu peraturan lain
lagi, dari uraian tersebut;-jual beli tanah menurut Hukum-Perdata terdiri dari
atas 2 (dua) bagian yaitu perjanjian jual belinya dan penyerahan haknya,
keduanya terpisah satu dengan lainnya. Sehingga, walaupun hal yang pertama
sudah selesai biasanya dengan akta notaris, tapi kalau hal yang kedua belum
dilakukan, maka status tanah tersebut masih tetap hak milik penjual.

Jual beli tanah dalam hukum adat dan UUPA mempunyai pengertian
yang sama, berdasarkan UUPA Pasal 5 maka pengertian jual beli tanah hak
milik menurut UUPA tidak lain adalah pengertian jual beli menurut huku
adat.*Menurut hukum adat jual beli tanah adalah suatu pemindahan hak atas

tanah yang bersifat terang dan tunai, terang berarti perbuatan pemindahan hak

%% Soedharyo Soimin, Status Hak Dan Pembebasan Tanah, Sinar Grafika, Jakarta 2004,HIm 86
>1 Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya,Edisi 1, Cetakan keempat, Sinar
Grafika, Jakarta, 2010, HIm 149
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tersebut harus dilakukan di hadapan kepala adat, yang berperan sebagai pejabat
yang menanggung keteraturan dan sahnya perbuatan pemindahan hak tersebut,

diketahui oleh umum. Tunai maksudnya, bahwa perbuatan pemindahan hak

kan Dleh karena itu, maka

“!!\“‘ .&@
i e .g aka penjual

api atas dasar

agian (tunai

sah dari hak atas tanah itu yang disebut pemilik.

b. Dalam hal penjual sudah berkeluarga, maka suami isteri
harus hadir dan bertindak sebagai penjual, seandainya suami

atau isteri tidak dapat hadir maka harus dibuat surat bukti

°2 |bid HIm 72
%3 bid
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secaratertulis dan sah yang menyatakan bahwa suami atau
isteri menyetujui menjual tanah.

c. Jual beli tanah yang dilakukan oleh yang tidak berhak

harga tanah
pernah beralih
nguasai tanah

rhak atas tanah

menurut  UUPA  yang
dapatmempunyai hak milik atas tanah hanya warga Negara
Indonesia dan badan-badan hukum yang ditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan. Apabila hal ini dilanggar maka jual beli batal
demi hukum dan tanah jatuh kepada Negara, denganketentuan

bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung
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serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak
dapat dituntut kembali.

3. Tanah yang bersangkutan boleh diperjual belikan atau tidak dalam

(tujuh) hari kerja sejak

persangkutan, PPAT  wajib
menyampaikan akta yangdibuatnya berikut dokumen-dokumen yang
bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar dan PPAT wajib
menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya

akta tersebut kepada para pihak yang bersangkutan.
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D. Tinjauan Umum Akta

1. Pengertian Akta

Istilah akta dalam Bahasa Belanda disebut “acte/akta” dan dalam

2. Pengertian Akta Autentik
Definisi mengenai akta autentik dengan jelas dapat dilihat di

dalam Pasal 1868 KUHPerdata yang berbunyi “Suatu Akta Autentik

* Victor M Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di
Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta2004, him 50.

*® R.Subekti dan R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, PT Pradnya Paramita, Jakarta 2001, HIm 9

%€ A. Pittlo, Pembuktian dan Daluarsa, Terjemahan M. Isa Arif, PT Intermasa, Jakarta 2000 HIm
31

5" Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Liberty, Yogyakarta 2005,
HIm106.

64



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-

undang di buat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk

itu ditempat dimana akta dibuatnya.” Berdasarkan Pasal 1868

1868 KUHPerdata, maka akta yang bersangkutan harus
memenuhi persyaratan-persyaratan.

b. Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat
umum.

c. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh

Undang-undang.
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ISJIAIU

nery we[sy sej

d. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat,
harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Jadi suatu akta dapat dikatakan autentik bukan hanya karena

tetapi oleh atau dihadapan

““““ .93 g, ditentukan

dibuat oleh para
ejabat Umum,

ang dimaksudkan

Waarmerking.

8 Victor M Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di
Indonesia, Jakarta 2005 Sinar Grafika, him 60.
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BAB 111
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Berdasarkan Jual Beli

R, proses jual beli

dilakukan dihadapan

uang kepada pembeli, setelah di lakukan transaksi pihak pembeli dapat
langsung menggarap tanah tersebut, biasanya cara ini dilakukan oleh orang

yang sudah saling kenal, jika ada alas hak nya maka alas hak tersebut

117 \Wawancara bersama Kepala Desa Rimba Jaya Ibu Teti Supriyati, Tanggal 1 Agustus 2018
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diberikan, jika tidak maka pembeli atau penjual lah yang mengurusnya
tergantung kesepakatan.

2. Cara kedua dilakukan secara lisan jual beli tersebut, dengan menggunakan

n kepala desa,

anah yang akan
elakukan jual beli,
a kepala desa dan
ntuk disesuaikan
membuat surat

pengukuran yang

desa memang tidak berhak membuat akta jual beli seperti halnya PPAT/Notaris, tapi
pihak desa berkewajiban menandatangani dan mengetahui telah ada perpindahan hak
dari penjual dan pembeli tanah karena nantinya kepengurusan surat awal tanah seperti

surat riwayat tanah, surat keterangan ganti kerugian, surat ukur, akan dikeluarkan
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oleh pihak Desa, ini juga merupakan langkah awal untuk memenuhi syarat-syarat
pendaftaran tanah di BPN.

Berdasarkan Quisioner terbuka yang telah peneliti sebar kepada Masyarakat

ﬁ
g
A
15

L S\ ¥

Data dio
Dari data kuision yarakat Desa Rimba Jaya
yang pernah melakuk ponden berjumlah 75 orang

a adalah 85% dan 15%, hal ini berarti

banyak masyarakat Desa Rimba Jaya yang melakukan jual beli dibawah tangan masih

tidak pernah berjumlah 15, perba

menggunakan dengan konsep terang, tunai dan riil seperti hukum adat, atau hanya di
hadapan kepala desa dibandingkan dihadapan pejabat dengan akta jual beli

69



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

TABEL IIL11
ALAS HAK YANG DIMILIKI MASYARAKAT

No | Alas Hak Yang Dimiliki Masyarakat | Jumlah Persen

.““_“h-“‘j‘.i.
b A A A D ".‘

NERSHAS ISLA M}? :

"gﬁ! :"l
Vo, |

Berdasark bih banyak Surat

Keterangan at 20% dan paling

sedikit Sura eraturan Pemerintah

menerbitkan sertifikat salah satu syaratnya masyarakat harus melakukan jual beli
dihadapan PPAT, jika jumlah pemilik SKGR lebih banyak maka warga Desa Rimba

Jaya masih banyak yang belum melakukan peningkatan alas hak nya.
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TABEL 11111

BUKTI DALAM JUAL BELI ALAS HAK

Bukti yang di berikan saat Persen%

o
<
W™

a4 UL

membayar dan dapat digunakan pukti transaksi, Kwitansi yaitu surat bukti
yang menyatakan telah terjadinya penyerahan sejumlah uang, dari pemberi kepada
penerima dan ditandatangani oleh penerima sejumlah uang yang ditulis padasurat

tersebut. Kwitansi dilengkapi dengan keterangan tempat, tanggal dan alasan

penyerahaannya sejumlah uang tersebut, biasanya untuk memperkuat tanda bukti
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transaksi padakwitansi akan ditempelkan materai sebesar yang sudah ditentukan oleh
undang-undang perpajakan*'®

TABEL H1.1V

RJANJIIAN

““ | 3 Y --p\i'i.n
Peranjian Jual Bl | duman |7

3
)

LR
C h- a

f_ii\\i\‘in\

masing pihak, hanya saja jika yang di belinya masih dalam Surat
Keteraangan Riwayat Tanah, mereka menaikan status alas hak menjadi Surat
Keterangan Ganti Kerugian di hadapan kepala desa, maka konsep surat tersebut

sudah ada mencantumkan beberapa klausula atau perjanjian yang pada intinya

118 https://www.scribd.com/document/348018829/Inilah-Pengertian-Kwitansi-Dan-Fungsinya diakses
8 Desember 2018 Pukul 05:00 WIB
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menekan kan pada kalimat “jika tanah ini tidak sedang dalam sengketa, dan jika
kemudian hari tanah ini bermasalah maka pihak pembeli dan penjual akan

menyelesaikan dengan cara musyawarah dan penjual bersedia bertenggung jawab dan

NO

maka jawaban sudah mendaftarkar , belum mendaftar 45 dan masih tertera
pemilik nama terdahulu 15, kondisi ini beraneka macam, saat peneliti melakukan
wawancara kepada Kepala Desa Rimba Jaya atas hal tersebut maka masyarakat
tersebut ada yang status hak nya sudah tertera nama sendiri di BPN dalam hal ini

berarti sudah di daftarkan secara sah menurut Undang-undang dan legalitasnya jelas
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yaitu alas haknya sertifikat, ada juga yang belum didaftarkan di BPN masih dalam alas
hak SKT, atau SKGR tetapi sudah nama sendiri atau ada peralihan hak hanya saja

masih di hadapan pejabat Desa, adapula kondisi yang baik sertifikat ataupun SKT, dan

SKGR masih nam hulu a be e aftaran dan peralihak hak

baik dihag . QQH“ 0

PPAT, jumlahnya yaitu 85% dan 15%, Jual beli dibawah tangan yang menggunakan
perjanjian anatara kedua belah pihak ataupun dihadapan kepala desa tapi tidak
dihadapan PPAT disebut juga akta dibawah tangan, Akta dibawah tangan adalah akta

yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang
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pejabat, dengan kata lain akta dibawah tangan adalah akta yang dimaksudkan oleh
para pihak-pihak sebagai alat bukti, tetapi tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat
umum pembuat akta.'*® Suatu akta yang dibuat dibawah tangan baru mempunyai
kekuatan terhadap pihak ketiga;.antara lain pabila dibubuhi. suatau pernyataan yang
bertanggal dari seorang Notaris/PPAT atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh

undang-undang, sebagai mana diatur dalam pasal 1874 dan pasal 1880 KUHPerdata.

Kepala Desa dalam hal ini sesuai dengan Mengenai ikut sertanya kepala desa
dalam jual beli hak atas tanah, Makamah Agung dalam Yurisprudensinya tanggal 13
Desember 1958 No. 4/K/RUP/1958 menyatakan bahwa ternyata ikut sertanya kepala
desa diharuskan sebagai syarat mutlak oleh hukum adat, hanya percampuran kepala
desa atau kesaksian kepala desa itu merupakan faktor yang lebih menyatakan
keyakinan bahwa suatu jual beli hak atas tanah adalah sah. Dalam putusan Makamah
Agung tanggal 12 Juni 1975/N0.952/K/L SIP/2975 dalam pertimbangan hukumnya
menyebutkan bahwa jual beli menurut hukum adat sah apabila dilakukan secara riil
dan tunai serta diketahui oleh kepala desa.

Pengertian jual beli hak atas tanah setelah berlakunya UUPA merupakan
perbuatan hukum pemindahan hak untuk selama-lamanya yang bersifat tunai dan
selanjutnya diatur dalam peraturan pelaksanaan dari UUPA yaitu PP No. 24 Tahun

1997, yang menentukan bahwa jual beli hak atas tanah harus dibuktikan dengan suatu

19 Victor M Situmorang dan Cormentyna sitanggang, Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia,
Sinar Grafika, Jakarta 2000, HIm 50
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akta yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 37
ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997. Dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf f PP No. 24

Tahun 1997 tersebut menyatakan bahwa setiap transaksi jual beli hak atas tanah

at oleh Kepala

di Desa Rimba
anya dilakukan di
tersebut tetap sah
hun 1961 yang telah
un 1997 tentang

(U adanya para pihak,

tidak bisa mendapat perlindungan hukum sesuai dengan Pasal 37 PP No 24 Tahun
1997 yang berbunyi “peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun
melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan data perusahaan dan perbuatan
hukum pemindahan hak karena lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan

dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan yang
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berlaku” untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum yang penuh, maka
masyarakat harus segera mendaftarkan tanah nya atau melakukan proses balik nama

atau peralihan hak, untuk dapat melakukan peralihan hak, seseorang harus memenuhi

sional Kampar
N akan dilindungi
jika orang te a tida . 0SEC ah di tetapkan oleh
I seseorang tidak
pindah nama dari
ga kesulitan untuk

kepada pemegang

bawah tangan tetap bisa jadi alat bu un kekuatan pembuktianya lemah dan
belum sempurna, kecuali surat di bawah tangan tersebut diakui kebenarannya

oleh pihak “lawan”, selain untuk perlindungan hukum, jual beli dibawah tangan

120 \wawancara Bersama Kepala Badan Pertanahan Nasional Kampar Suwandi Idris Tanggal 5
Agustus 2018
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juga sebagai syarat dilakukan nya pendaftaran seperti halnya yang tertuang
didalam pasal 37 ayat (1) PP No. 24/ 1997 yang berbunyi;

”Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual
beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan data perusahaan.dan perbuatan hukum
pemindahan hak karena lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan
akta yang dibuat oleh PPAT cyang:berwenang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku”.

Hal ini juga diperkuat dengan pasal 2 ayat (1) PP No. 37 tahun 1998 tentang
Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPPAT) yang berbunyi sebagai
berikut:

”PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah
dengan membuat akta sebagal bukti telah dilakukannya perbuatan hukum
tertentu mengena hak atas, tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah
yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu”.

UUPA menghendaki agar setiap transaksi jual-beli, penukaran, penghibahan,
pemberian dengan wasiat, pemberian dengan hukum adat dan perbuatan lain yang
bermaksud memindahkan dahkan hak milik serta pengawasannya akan diatur dengan
Peraturan Pemerintah (Pasal 26 ayat (1) UUPA). Peraturan Pemerintah yang
dimaksud adalah PP No. 24 Tahun 1997 yang menetapkan bahwa tiap-tiap perjanjian
yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan suatu hak baru atas tanah,

menggadaikan tanah, dan lainlain harus dilakukan di hadapan pejabat yang ditunjuk
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oleh Menteri Agraria, terhadap Surat Keterangan dan Surat Ganti Kerugian sebagai
alas hak yang di buat dihadapan Kepala Desa, itu dapat juga dilakukan sebagai

perlindungan hukum oleh Negara tetapi tidak penuh, karena SKT dan SKGR

Kewenangan

f b angka 1 dan

angka 2 d an b a Meng h be erdaftar, kepadanya

1. Surs 1k sebag ') } L ayat (1) atau surat
bahwa yang

a dimaksud dalam

AN

!
‘1."
-
o
=3
o)
@D
3
D
(@)
QD
>
(@]
o
QD
D
S
>
(@]

berupa surat keterangan tanah/surat keterangan penguasaan tanah yang diterbitkan
oleh Lurah/Kepala Desa yang disahkan oleh Kecamatan setempat berdasarkan Pasal 7
ayat (2), dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah, dapat dikategorikan sebagai alas hak yang diajukan sebagali

kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah, oleh karena itu apabila terjadi
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kesalahan atau adanya cacat hukum dalam penerbitan alas hak tersebut akan berakibat
batal atau tidak sahnya sertipikat yang diterbitkan karena kesalahan prosedur
penerbitan sertipikat, Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa
walaupun Surat Keterangan Penguasaan tanah.merupakan alat bukti tertulis di bawah
tangan yang kekuatan pembuktiannya tidak sekuat akta otentik, namun karena Surat
keterangan tanah tersebut merupakan:surat-surat yang dikategorikan alas hak atau
data yuridis atas tanah 'yang dijadikan syarat kelengkapan persyaratan permohonan
hak atas tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan pertanahan,
Proses mendapatkan hak milik atas tanah seperti. ini jika merujuk pada undang-
undang pokok agraria, surat keterangan tanah merupakan proses awal atau alas hak
untuk mendapatkan sertipikat hak atas tanah. Namun dengan mengantongi surat
keterangan tanah tersebut masyarakat merasa haknya sudah aman dan terlindungi.

Berdasarkan hasil penelitian diatas mengenai fakta dan-data yang ditemukan di
lapangan mengenai jual beli dibawah tangan di Desa Rimba Jaya maka peneliti akan
membandingkan" jual beli yang sah menurut hukum Perdata dan Undang-undang
Pokok Agraria No 5 Tahun 1960, yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi
pemegang hak suatu tanah.

Jual beli Berdasarkan KUHPerdata diatur didalam Pasal 1457, Jual beli yang
dianut di dalam Hukum Perdata hanya bersifat obligatoir, artinya bahwa perjanjian
jual beli baru meletakkan hak dan kewajiban timbal balik antara kedua belah pihak,

atau dengan perkataan lain jual beli yang dianut Hukum Perdata belum memindahkan

80



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

hak milik adapun hak milik baru berpindah dengan dilakukan penyerahan atau
levering.***

Karena konteks dalam jual beli ini adalah masalah tanah, maka pengaturan jual

penyeraha
kepada pe

Unda

ARALNANALY

)y
=1
S
<
QD
s
@
—
=
=

tanah atau j
sistem huku
desa Rimba Jaya

masih mengguna

“--

=5 Q)
QD

o =
QD

o

QD

>

o

Q2

QD

o

QD

—

<

DD

>

«

berwenang.

melalui suatu perjanjian jual beli secara adat yang dilakukan dibawah tangan dengan

cara peralihan hak melalui suatu perjanjian yang dibuat diatas kwitansi dan dibubuhi

121 5pedharyo Soimin, Status Hak Dan Pembebasan Tanah, Sinar Grafika, Jakarta 2004,HIm 86
122 Boedi Harsono, 2003, him 23
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matrai atau kertas segel yang didalam nya dituangkan didalam perjanjian yang
mengikat kedua belah pihak yang harus di tandatangani oleh saksi-saksi.'?®

Peralihan hak atas tanah diatur didalam Undang-undang Pokok Agraria, hal ini

LLEE

g
o
g
g

Q@.

materil maupun dari segi

dibuat oleh pembentuk undang- undang nasional, dibuat di Indonesia dan disusun
-pula dengan bahasa Indonesia. Sedangkan ‘dari segi materiilnya, hukum agraria yang

baru itu bersifat nasional yakni berkenaan dengan tujuan, asas-asasnya dan isinya.

123 |pid.

82



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Hukum agraria baru itu, sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan sesuai
dengan tingkat pengetahuan bangsa Indonesia.

Mengenai transaksi jual-beli tanah, UUPA tidak menegaskan secara terinci

kaitannya ihak lain UUPA
menentukan, ba etiap perja ' JKtikan dengan suatu
akta yang eh Menteri Dalam
Negeri, padz pat yang tidak dikenal

dalam huk

pada tunai maka peralihan hak atas tanah di Kantor pendaftaran tanah merupakan
persyaratan administratif belaka.** Don. Patty, S.H. berpendapat lain daripada

pendapat Boedi Harsono, S.H., bahwa bilamana peralihan hak atas tanah merupakan

124 Boedi Harsono, UUPA, Sejarah Peny usunan dan Pelaksanaan Hukum Agraria, bagian pertama,
jilid kedua, Jambatan, Jakarta, 2002 ,him 198.
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perbuatan administrasi belaka dan tidak bersifat memaksa, maka pihak pembeli akan
mengalami kesulitan bila digugat oleh ahli warisnya karena sertifikat tanah yang

dibelinya tetap tercantum atas nama penjual. Sehingga menyulitkan pembeli bila ia

berhubungan d engou :.) N { atas menurut undang-
undang ini

Dala S 1an Hak me g ngPokok Agraria diatur

dengan wasiat,
rbuatan  lain  yang

serta pengawasannya

dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau
tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada

seorang warganegara yang disamping kewarganegaraan Indonesianya

125 Donatus Patty, Macam-macam Hak Atas Tanah di dalam Undang-undang Pokok Agraria, bagian 1,
CV. Kasih, Kupang 1999, HIm. 21.
126 Undang-undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 Pasal 26
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mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum,

kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam Pasal 21

ayat (2), adalah batal

ngat keadaan Negara

ekonomi serta

4. Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan
dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan
bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-

biaya tersebut.

127 Undang-undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 Pasal 19
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Sedangkan untuk peralihan dan pendaftaran tanah di atur didalam Peraturan

Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu didalam

128

Pasal-Pasal sebagai Berikut:

kan oleh Menteri,

indahan hak atas

Pasal 38

1. Pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)
dihadiri oleh para pihak yang melakukan per-buatan hukum yang

bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang

128 paraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Pasal 37
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saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam

perbuatan hukum itu.

2. Bentuk, isi dan cara pembuatan akta-akta PPAT diatur oleh Menteri.

2) surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah
yang bersangkutan belum bersertipikat dari Kantor
Pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah

yang jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan, dari
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pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan
oleh Kepala Desa/Kelurahan; atau

c. salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan

»)
o
QD
w
QD
=
w
[
=4
c
w
[
=
o3}
=1

‘i
r
o
’
o
&
5
”
/
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P

perundang-undangan yang
bersangkutan.
2. Penolakan untuk membuat akta tersebut diberitahukan secara tertulis

kepada pihak-pihak yang bersangkutan disertai alasannya.

Pasal 40
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1. Selambat-lambatnya 7  (tujuh) hari kerja sejak tanggal
ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT  wajib

menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang

Pasal-pasal dia : S , an hak menurut
Undang-un X aria ‘* ﬂ’ Desa Rimba Jaya

dilakukan secara

tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Khususnya Undang-
undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 Pasal 19 dan Pasal 26 tentang
peralihan hak bahwa untuk menjamin suatu kepastian hukum maka peralihan
hak harus sesuai prosedur Undang-undang dan segera di daftarkan,

pendaftaran tersebut lebih jelas di pertegas dengan Peraturan Pemerintah No
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24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah khusus nya Pasal 38, 39 dan 40
bahwa peralihan hak harus di daftarkan, peralihan hak harus di buat di
hadapan pejabat pembuat akta tanah, peralihan hak harus dibuat suatu akte,
untuk peralihan hak pertamakalinya, maka pemegang.hak harus menyerahkan
bukti-bukti dasar seperti keterangan pemilikan yang di perkuat oleh kepala
desa, sedangkan Masyarakat Desa‘Rimba Jaya melakukan peralihan hak jual
beli tidak di hadapan PPAT, melainkan hanya di hadapan dua orang saksi dan
Kepala Desa, untuk masyarakat yang bukii surat nya hanya sampai pada Surat
Keterangan Hak Milik dan Surat Keterangan Ganti Kerugian proses tersebut
banyak yang tidak dilanjutkan untuk ‘peningkatan hak, sedangkan untuk
pemegang dengan alas hak sertifikat masih sedikit sekali dan tetap melakukan
jual beli dihadapan kepala desa sebagai saksi telah berpindah suatu alas hak,
bahkan ada pula proses jual beli nya sudah lama tetapi baru melakukan jual
beli dihadapan kepala desa, banyak masyarakat yang melakukan jual beli
hanya dengan selembar kwitansi dan menyerahkan alas hak sebagai tanda
peralihan hak nya inilah yang dinamakan jual beli dibawah tangan, padahal
menurut hukum Kkepala. desa. bukanlah  pejabat yang berwenang dalam
pembuatan peralihan hak, kepala desa hanya berwenang menerbitkan surat
keterangan awal hak baik surat keterangan riwayat tanah (SKT) ataupun surat
keterangan Ganti Kerugian (SKGR) didalam isi surat tersebut menegaskan
tentang asal usul tanah, batas-batas tanah sepadan kemudian barulah di tanda

tangani diketahui oleh kepala Desa dan di teruskan ke Camat, surat yang di
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terbitkan oleh kepala desa tersebut bukan merupakan alas hak dengan
pembuktian kuat, sifatnya hanya bagian administrasi syarat pelengkap untuk
dilanjutkan peningkatan hak kepada sertifikat hak milik yang disebut Undang-
undang sebagai alas hak.yang sah yang-mempunyai kekuatan hukum.

2. Jual beli dibawah tangan yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Rimba Jaya
pada dasarnya adalah. “SAH? jika diskajy menurut KUHperdata Pasal 1457
KUHPerdata,karena jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak
yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan
pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Sedangkan
menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan
mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan.hak milik atas barang
kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.'®
Sepanjang syarat sah-perjanjian jual beli nya terpenuhi yaitu cakap, sepakat,
suatu sebab tertentu dan halal maka jual beli meskipun dibawah tangan
sekalipun tetap sah, tanda dari sah nya jual beli yang di lakukan oleh
Masyarakat Desa Rimba Jaya bahwa kedua belah pihak sepakat dengan
membayarkan sejumlah. ‘uang “dengan kwitansi dan pihak lainnya
menyerahkan alas hak tanah tersebut, sesuai dengan pengertian jual beli,
namun meskipun dari jual beli nya sah menurut hukum menurut proses
materil nya, tetapi secara formalnya proses jual beli secara adat (tunai) belum

dikatakan sah. Oleh karena itu karena objek jual beli nya adalah tanah maka

129 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, PT Alumni, Bandung 2010, him. 243
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suatu transaksi jual beli tanah dikatakan sah menurut UUPA harus memenubhi
syarat materiil dan syarat formal, syarat materil nya adalah menyerahkan uang
dan salah satu pihak menyerahkan alas hak, sedangkan syarat formal nya
perbuatanitu harus dilakukan di_hadapan pejabat yang berwenang dan
dibuatkan akte jual beli oleh pejabat tersebut yaitu PPAT Sehingga apabila
transaksi jual beli tanah mya dilakukan,di hadapan orang atau pejabat yang
bukan PPAT ataupun hanya diketahui oleh kedua belah pihak adalah tidak
sah, dan transaksi jual beli inilah yang disebut “jual beli tanah di bawah
tangan". Perbuatan mana tidak mempunyai akibat hukum bila disengketakan,
karena tidak memenuhi syarat formal.

. Jual beli"dibawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat desa rimba jaya
masih menganut hukum adat dengan prinsip terang tunai dan rill, terang
dilakukan di hadapan kepala desa, pembayaran dilakukan secara tunai dan
pelaksanaannya rill atau nyata, menurut para ahli seperti Boedi Harsono di
dalam UUPA bahwa jual beli secara hukum adat di akui dan tersirat didalam
Pasal 5 UUPA sehingga meskipun jual beli tanah di lakukan di bawah tangan
tetap mendapat perlindungan seperti.yang dilakukan oleh Masyarakat Desa
Rimba Jaya di hadapan kepala desa, tetapi ini hanya sebagai langkah awal,
karena masih ada tahapan proses yang harus di lalui, jual beli dibawah tangan
dengan di terbitkan SKT atau SKGR atau perjanjian jual beli di bawah tangan
disebut akta di bawah tangan, jika nantinya terdapat sengketa antara kedua

belah pihak kekuatan pembuktiannya terletak jika kedua belah pihak
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mengakui telah terjadi jual beli dan tetunya memerlukan alat bukti tambahan
atau yang laiinnya untuk memperkuat pembuktian karena hal inilah akta jual

beli dibawah tangan disebut dengan bukti tertulis permulaan, tetapi lain

notaris.

b. Jika pihak-pihak jual beli pada waktu itu khususnya penjual sudah
meninggal, maka dapat melakukan penetapan pengadilan dengan

membawa bukti-bukti penjualan pada masa itu.

93



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

c. Masyarakat Desa Rimba Jaya harus melengkapi syarat-syarat untuk segera
didaftarkan kepemilikan hak nya di BPN sesuai dengan ketentuan-

ketentuan yang diatur didalam PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
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jaminan kepastian hukum bagi pemegang tanah, seseorang harus mengikuti ketentuan

hukum tersebut, Faktor Penyebab Undang-undang tidak ditaati dapat dilihat dengan

teori efektifitas hukum menurut Soejono Soekanto yaitu:**

130 5perjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007, HIm
30.
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Dilihat dari sudut Undang-undang nya/Hukumnya

Dalam suatu proses penegakan hukum, faktor hukum adalah salah satu yang

menentukan Kkeberhasilan penegakan hukum itu sendiri. Namun tidak

sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum
agama. Sedangkan Pasal 26 ayat 1 mengatakan Jual-beli, penukaran,

penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan

131 ibid
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perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik
serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Jual beli yang dilakukan di bawah tangan adalah sah, ketentuan mengenai

sifat administrasi belaka

ndangan manapun

stian hukum maka

instansi yang berwenang.

132 \Wawancara Bersama Kepala Badan Pertanahan Nasional Kampar Suwandi Idris Tanggal 5
Agustus 2018
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2. Dilihat Dari Aparatur Sipil

Aparat penegak hukum yang profesional adalah mereka yang dapat berdedikasi

tinggi pada profesi sebagai aparat hukum, dengan demikian seorang aparat

barulah jika ingin menaikan alas hak, misalnya dari SKT menjadi SKGR
tentu membutuhkan tanda tangan Aparatur Desa, maka para pihak akan
mendatangi kepala desa, kemudian pihak desa akan memberikan

dokumen SKT/SKGR serta perjanjian-perjanjian jual beli yang dianggap

13% Soejono Soekanto, Op.Cit him 34
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perlu dan dibubuhi matrai serta setempel dan yang paling utama adalah
para pihak sepakat, sebenarnya perjanjian jual beli dihadapan kepala

desa ini hanya sebagai saksi bahwa ada perwakilan dari Negara yang

di an.h ‘ njual dan pembeli. Pada
!\“ .a@. ah pihak desa

- apan pejabat PPAT

pengurusan akta

Jah cukup lama dan

tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah suatu desa atau

kelurahan. Pendaftaran secara sistematik ini dilakukan berdasarkan

13% Wawancara bersama kepala desa rimba jaya teti supriati tanggal 1 Agustus 2018
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IS.JI9AI

nery we[sy sej

inisiatif dari pemerintah.’*®> Tapi sistim ini ternyata belum pernah

dilakukan oleh aparat desa.

b. Camat

Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan

data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum it » 137

Berdasarkan Pasal 5 PP No. 37/1998 dapat penulis jelaskan bahwa

135 Budi Harsono, Op.Cit. HIm 15
1% peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Pasal 1 angka 24
137 peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Pasal 2
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wilayahkerja PPAT adalah satu wilayah kerja kantor Pertanahan

Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk wilayah kerja PPAT Sementara dan

PPAT Khusus meliputi wilayah kerjanyasebagai Pejabat Pemerintah

erah Kampar yaitu
entang bagaimana

esa Rimba Jaya yang

sudah tidak ada, misalnya tanah itu sudah berada di kepemilikan tangan
ke 3 atau ke 4 sedangkan alas hak masih atas nama pihak pertama,
adapula yang mengurus hanya bermodal kwitansi dan surat keterangan
dari lurah tanpa adanya SKGR otomatis itu terlebih dahulu harus di

naikan alas hak nya, atau ada kondisi dimana biasanya terjadi sengketa
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dengan pihak lain barulah para pihak mendatangi untuk dicarikan solusi
mengenai alas hak nya, untuk proses pendaftaran atau akta jual beli

sendiri berdasarkan PP No 24 Tahun 1997.%%

7

keberadaannya. Selain kwitansi bukti kepemilikan atas tanah tersebut
adalah setipikat yang masih atas nama pemilik yang lama (penjual), hal
tersebut sering menimbulkan masalah dalam proses hendak akan

dilakukan balik nama, seperti pihak penjual telah meninggal dunia atau

138 \Wawancara bersama PPAT Harlian S.H Tanggal 10 Agustus 2018
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tidak diketahui lagi berdomisili dimana, dan bisa juga penjual beritikad
buruk menyatakan sertipikat atas namanya telah hilang dan dimohonkan

sertipikat pengganti dengan alasan setipikat yang lama telah hilang,

engurus balik nama baru

’ adan Pertanahan

en yang bidang

QD
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o
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E®]
@
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>S5
QD
=0
QD
=]

At &

dengan Kepala Kantor
& halih

Kampar ternyata perjanjian jual beli yang tidak di hadapan PPAT bisa
dijadikan syarat untuk pendaftaran sepanjang perjanjian tersebut
dibubuhi matrai dan tandatangan, perjanjian tersebut tidak mengandung

cacat hukum dan disaksikan oleh pejabat Negara minimal kepala desa,

139 peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Pasal 1 ayat 22
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hal ini memang bertentangan dengan PP No 24 Tahun 1997, tetapi BPN

mempunyai kebijakan sendiri melihat tidak semua masyarakat mampu

untuk melakukan jual beli dihadapan PPAT tetapi proses tersebut dapat

Dari adanya sarana dan prasarana berdasarkan wawancara bersama Kepala
Desa teti haryanti, PPAT Harlian S.H dan Kepala Kantor Badan Pertanahan
Kampar Swandi Idris, Masyarakat Desa Rimba Jaya minim pengetahuan

tentang peralihan hak, tetapi sarana sosialisasi sangat kurang pada penduduk

140 5perjono Soekanto, op.cit, h. 37.
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desa, seperti pada pihak BPN, yang memang notaben nya memberikan
himbauan hanya di jejaring sosial, kita mengetahui bahwa tidak semua

masyarakat desa mengenal tekhnologi sehingga jangkauan sosialisasi tersebut

memberikan sosialisasi

2
§
~
:
=
<
5

CE LY
s

tangan, berdasarkan hasil kuisioner yang peneliti bagikan lebih banyak
masyarakat yang melakukan jual beli dibawah tangan dari pada di hadapan

PPAT alasannya yaitu lebih mudah dan simple, alasan lain yaitu karenaa

141 sperjono Soekanto, op.cit, h. 57.
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mahalnya biaya pembuatan tersebut, jadi cukup dihadapan kepala desa atau
bahkan hanya membeli dengan kata sepakat harga saja.

Berdasarkan kuisioner terbuka yang peneliti sebar maka jawaban dari alasan

kantor nya hanya bisa menggambarka payaran akta jual beli berdasarkan jumlah
keseluruhan tanah yang akan di jual nya, padahal logika hukum nya, membuat suatu
akta jual beli hanya berisikan klausula-klausula perjanjian jual beli dan hal-hal
mengenai tanah tersebut yang dibuat dengan mudah oleh PPAT berdasarkan

Fungsinya tidak ada seperti membuat sertifikat yang harus mengeluarkan biaya besar,
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hal inilah yang menyebabkan beban di masyarakat sehingga tujuan dari pembuatan

akta jual beli tersebut tidak tercapai.

TABEL I11L.VIII
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5. Budaya Hukum Yang rendah.
Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai dasar yang mendasari
keberlakuan hukum dalam masyarakat, yang menjadi patokan nilai yang baik dan
buruk. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan

nilai yang berperan dalam hukum yaitu Nilai ketertiban dan nilai ketentraman,
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Nilai jasmaniah (kebendaan) dan nilai rohaniah (keahlakan), dan Nilai
kelanggengan (konservatisme) dan nilai kebaruan (inovetisme).*** Efektifitas suatu

undang-undang dapat berjalan atau tidak nya salah satu faktor nya yaitu dari

rendah sehigga
banya S 3 C : dengan ketentuan

an hasil kuisioner

NSI HUKUM

Data diolah Tahun 2018

Dari jawaban tersebut maka bisa dilihat jawaban paling tinggi masyarakat desa rimba

jaya kurang paham mengenai peralihan hak yang harus di depan PPAT, selama ini

142 ibid
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peralihan hak setahu mereka hanya cukup di depan kepala desa, inilah yang

mengakibatkan banyak masyarakat Desa Rimba Jaya yang melakukan jual beli

dibawah tangan, karena kuang nya sosialisasi aparatur Negara yang terkait bahkan

Persen %

95%

5%

0%

100%

Jawaban dari Respon Masyars Rimba Jaya mengenai jika nantinya
disosialisasikan dan diberikan pengetahuan tentang peralihan hak yang benar tentang
keuntungan dan kerugian yang di alami jika tidak mengalihkan hak nya secara benar,

maka masyarakat akan mengulangi kembali proses jual beli sesuai dengan hukum

agar mereka mendapatkan jaminan kepastian hukum oleh Negara.
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Salah satu penyebab budaya hukum yang rendah di Masyarakat Desa Rimba Jaya
juga dikarenakan tidak ada kasus hukum baik secara perdata ataupun pidana terkait

permasalahn jual beli tanah di desa tersebut menurut hasil kusioner maka dapat

No ermasalahan Ker 1" Persentase %
Fl 4 °

Rimba Jaya yaitu tidak perna i kepemilikan tanah, hal ini tentu
mendorong sikap yang acuh tak acuh terhadap pembelian hak atas tanah secara
dibawah tangan karena meraka tidak merasakan dampak yang ditimbulkan akibat dari

perbuatan jual beli hak atas tanah secara dibawah tangan.
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Analisis

Berdasarkan penjelasan uraian diatas maka Faktor Penyebab Masyarakat Desa Rimba

hadapan PPAT dan segera di daftarkan menjadi Hak Milik, hukum nya
adalah wajib, tetapi hanya bersifat kewajiban tertulis belaka tidak di barengi
dengan suatu tuntutan/paksaan/tindakan/sanksi bagi pihak yang tidak
mendaftarkan tanah nya atau melakukan peralihan hak sesuai peraturan,

sehingga masyarakat tidak takut jika melanggar hal tersebut seperti yang
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terjadi Di desa Rimba Jaya, konsekuensi hanya dapat diakibatkan jika ada

salah satu pihak yang mempermasalahkan atau menggugat ke Pengadilan,

sehingga Negara tidak bisa melindungi, tetapi itu jika ada yang menggugat,

bukti yang di keluarkan oleh Kepala Desa cukup untuk menjadi alas

hak bahwa telah ada terjadinya peralihan hak, Kepala Desa juga tidak
ada menghimbau untuk dilakukan nya Jual beli dihadapan PPAT

b. Cara berpikir masyarakat Desa Rimba Jaya yang masih minim karena

dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga
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menyebabkan sebagian besar masyarakat belum, bahkan tidak tahu

sama sekali tentang proses formal yang seharusnya dibuat pada setiap

perjanjian jual-beli tanah, seharusnya ini adalah tugas pemerintah

beda mematok tarif dasar pembuatan tergantung luas tanah dan
keadaan tanah, di tambah dengan biaya kenaikan status kepemilikan
Hak Milik di BPN yang juga tidak bisa di Patok karena menyesuaikan
dengan luas dan lokasi tanah, setidak nya masyarakat harus

mengeluarkan uang berjuta-juta untuk pembuatan tersebut, ditambah
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biaya pajak dan lain sebagainya, beban-beban rupiah inilah salah satu

faktor yang membuat masyarakat tidak mau melakukan proses jual beli

dihadapan PPAT dan mendaftarkan nya di BPN, seharusnya

urus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

. Faktor lain yang juga ikut berpengaruh dalam hal ini ialah faktor

"acuhh tak acuh™ dari para pihak yang terlibat dalam transaksi jual-beli
tanah di Desa Rimba Jaya, mereka sebenarnya sudah tahu tentang cara

jual-beli tanah menurut hukum Agraria Nasional, namun acuh tak acuh
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untuk menghindari diri dari ongkos atau biaya yang telah ditetapkan di

dalam ketentuan UUPA, karena tidak ada konsekuensi hukum yang

mengancam jika tidak di daftarkan.
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A. Kesimpulan

Berdasarkan u
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atan hukum yang

sah, tetapi secara

urut UUPA harus
edua belah pihak yang
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"jual beli tanah di bawah tangan". Perbuatan mana tidak mempunyai akibat
hukum bila disengketakan, karena tidak memenuhi syarat formal.

2. Faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Rimba Jaya melakukan jual beli
dibawah tangan terdiri dari faktor eksternal yaitu dari UUPA sendiri yang

membolehkan proses hukum secara adat mengenai peralihan hak dalam Pasal
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5, Aparatur Negara mulai dari Kepala desa, Camat, PPAT, dan BPN yang
kurang pengawasan terhadap masyarakatnya yang melakukan jual beli

dibawah tangan, kurangnya sosialisasi pemahaman hukum oleh aparat

B. Saran
Berdasarkan" kesimpu atas maka [t ikan saran sebagai

berikut:

terjadi sengketa terhadap tanah tersebut, Jaminan kepastian hukum dapat
diberikan melalui Undang-undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960
dalam Pasal 3 mengenai Peralihan hak yang menurut dan tata cara yang
sudah diatur, jual beli yang sah adalah jual beli dihadapan pejabat PPAT

yang berwenang, dan dari jual beli tersebut peralihan hak harus segera di
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daftarkan di Badan Pertanahan Nasional menurut wilayah Kkerjanya
masing-masing berdasarkan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997

tentang Pendaftaran Tanah, agar nantinya pemilik tanah dapat di terbitkan
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